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BUPATI I{ALMAIIERA BARAT,

Menimbang: a. bahrara dalam rangka menata dan menselaraskan penyelenggaraan tugas-
tugas bidang Komunikasi dan Informasi secara berdaya guna dan berhasil
gurl€. agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
maka diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya
aparatur bidang Komunikasi dan Informatika dalam mend.ukuag
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasalahan datam
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat serta untuk peningkatan kinerja Bupati, maka sangat
dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Komunikasi dan
Informasi Dala m Penyelenggaraa.n pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Hatmahera Barat tentang
Penunjukan Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Komunikasi dan
Informasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Halrnahera Barat Tatrun 2AZ3;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tatrun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatanti:a Tingkat II Da]am Wilayali Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undangundang;
undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara
yang bebas dari Kolusi, Kompsi dan Nepotisme;
undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maiuku Tenggara Barat;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten
Halmahera utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;
Undang-*ndang lJomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2ao4 tentang Perbendaharaan Negara;
undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara;
undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang pemerintahan Daerah;
undang-undang Nomor 30 Tahun 2oL4 tentang Arlministrasi
Pemerintahan;
undang-undang Nomor 1 Tahun 20'22 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
undang-undang Nomor 13 Tahun '2a22 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun '2011 tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200s tentang Dana perimbang:
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2aL6 tentang perangkat Daerah;
Peratulan Pemerintah Nom*r 11 Tahun ZALT teniang &{ana-jemere Pegarvai
Negeri Sipii;
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2o1z tentang pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan f)aerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2a1g tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Al4 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2A]1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
Peratui:an Menteri Dalam Negeri }{omor 120 Tahun 2018 ieniaiig
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201s
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tatrurr 2o2o tentang pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Rarat Nomor 2 Tahun za'21
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun '20L6 tentang Pembentukan dan susunan perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor s rahun za'),'}
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun A.nggaran 2A23:
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2a rahun 2o2l tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 rahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
F{aimahera Barat Tahun Anggaran 2O23;
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MEMUTUSKAN:

Menunjuk saudara supriyadi Hannisi, M.Pd sebagai staf Khusus Bupati
Halmahera Barat Bidang Komunikasi dan Informasi Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Masa kontrak keg'a Staf Khusus Bupati Bidang Komunikasi dan Informasi
Da1am Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 2 Bula:r
terhitung mulai tanggal 1 Bulan November sampai dengan tanggal 31 Bulan
Desember Tahun 2A23.
Masa kontrak sebngaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu dapat
ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kebijalan
pemerintah dan/atan bertentangan dengal hal-hal lain yang bersifat teknis.
Staf Khusus Bupati Bidang Komunikasi dan Informasi Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kinerja
dengan besaran Rp. 5.OOO.OOO,- (Lima Juta Ribu Rupiah).
Staf Khusus Bupati bidang Komunikasi dan Informasi Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh tunjangaa
sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikan
tambahan penghasiian lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturam
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Daerah.
staf Khusus Bupati bidang Komunikasi dan Informasi dalam
penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan biaya
peq'alanan dinas Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri)
disetarahkan dengan Perjalanan Dinas Non PNS.
Staf Khusus Bupati Bidang Komunikasi dan Informasi Dalpm Mendukung
PenyelengaraatT, Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memberikan bahan masukan, kajian dalam perumusall kebijakan Bupati
di Bidang Komunikasi dal Inforrnasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan
Femerintahan Daerah yang mencakup pelayanan administrasi,
komunikasi dan pengelolaan informasi.

b. Meiaksanakan identifikasi dan analisis pokok permasal;ahan yaag urgen
dan strategis di bidang Komunikasi dan Informasi;
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c. MenYusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan pemerintahan daerah bidang Komunikasi dan Informasi;

d" fuIemantau rian melakukan kajian7analisis terhadap kebijakan Daerah
agar sesuai dengan Visj dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;

e. Tugas-tugas khusus iain yang diberikan oleh Bupati.

KtrDELAPAN: Staf Khusus Bupati Bidang Komunikasi dan informasi Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menialankan tugas
berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

KtrStrMBILAN: Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat pos Anggaran Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
Setda Kabupaten Halmahera Barat.

KtrStrPULUH: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera
Barat Nomor: 25/KPTS/I|2AX tentang Penunjukan Staf Khusus Bupati
Halmahera Barat Bidang Komunikasi dan Informasi Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, tanggal
2 Januari 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku laei.

KBStrBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2023

BARAT,

Tembu"san: Disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah irab. Halmahera Barat di Jaiiolo,
2. lnspektur inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
-1 kahas Ilnrrrnr Perencalaan dart h^erransan Sc,rJa Kah Hall_rar't, - ___-'__^,

+. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan

Ass. Biri. adm. Umum

Kabag Umum, Perencanaan &

Kabag. Hukum & Orgs
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